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ABSTRAK 

Septa Alfiansyah/ 222016111 M / 2020 / Pengaruh KUALITAS Pelayanan 

Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan 

Bermotor Kota Palembang (Studi Kasus Pada Dispenda Provinsi Sumatera 

Selatan) / Akuntansi Perpajakan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Kendaraan Bermotor Kota Palembang. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui Pengaruh Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Palembang. Jenis penelitian ini 

bersifat asosiatif. Terdapat dua variabel bebas (Kualitas Pelayanan Pajak dan 

Sanksi Perpajakan) dan satu variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak). Populasi 

dalam penelitian ini adalah Wajib pajak yang menunggak atau tidak membayar 

pajak kendaraan bermotor. Sampel yang digunakan dalam objek penelitian ini 

adalah sampel Random Sampling.Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

melalui wawancara, kuesioner atau angket.Teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis regresi linear berganda. Uji simultan (F) dan parsial (t), serta 

koefisien determinasi. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan adanya 

pengaruh positif, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Palembang. Hasil uji hipotesis 

secara bersama-sama menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi 

Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan 

Bermotor Kota Palembang. Hasil analisis parsial menujukkan bahwa kualitas 

pelayanan pajak atau sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor kota Palembang. Hasil koefisien 

determinasi menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor kota 

Palembang.  

 

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib 

Pajak



 

xv 
 

 



 

 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

       Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah 

konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Mardiasmo,2019: 3) 

       Pemerintah pusat tidak mungkin dapat melaksanakan pemerataan 

pembangunan  secara efektif. Disentralisasi dari pemerintah pusat untuk 

mengawasi serta mengatur secara langsung urusan urusan yang ada di 

daerah sangat dibutuhkan.Demi efisiensi dan efektifivitas penyelenggaran 

urusan-urusan pemerintah pusat tersebut, maka sebagian urusan-urusan 

tersebut di serahkan kepada daerah, yaitu pemerintah daerah.Baik yang 

menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan 

namun tidak lepas dari pada tanggung jawab pemerintah daerah kepada 

pemerintah pusat. 

       Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus menerus dan 

berkesinambungan diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.Masalah pembiayaan menjadi sangat vital dalam 

melaksanakan pembangunan nasional tersebut. Pemerintah membutuhkan 

dana yang besar untuk melaksanakan pembangunan nasional. Dana yang 
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dibutuhkan tersebut semakin meningkat seiring dengan peningkatan 

kebutuhan pembangunan itu sendiri. Pasal 2 Undang-undang No. 28 

Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah menyebutkan bahwa jenis 

pajak daerah khususnya pajak propinsi terdiri dari lima jenis pajak, antara 

lain: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak 

bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, serta pajak air permukaan 

(Fitriandi, 2010: 393).  

       Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi yang cukup besar dalam 

meningkatkan sektor pajak namun berdasarkan data yang penulis peroleh 

target dan realisasi pajak  daerah melalui sektor Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan Tanah 

(P-AP), dan Pajak Rokok (P-Rokok) selama beberapa tahun terakhir 

belum mencapai target yang ditetapkan dan terus mengalami fluktuasi.  

Berikut data mengenai target dan realisasi penerimaan Provinsi Sumatera 

Selatan dari sektor pajak daerah yang dijelaskan pada dibawah ini: 
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Tabel I.1 

Jumlah Target dan Realisasi Pajak Kendaraan 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019 

 

(dalam Miliar rupiah) 

Tahun Jenis 

pajak 

Target (Rp) Realisasi(Rp) Pencapaian% 

2015 PKB 360.000.422 374.726.743 104,09%, 

2016 PKB 480.043.066 394.832.220 82,25% 

2017 PKB 395.074.375 408.967.939 103,52% 

2018 PKB 409.979.000 451.886.392 110,22% 

2019 PKB 412.777.727 441.654.682 107,00% 

 

Berdasarkan data pada tabel 1.1 terlihat bahwa Penerimaan Asli 

Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu 

sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 realisasi Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB). beberapa belum mencapai target yang ditetapkan 

pemerintah dan beberapa belum melebihi target 100%. Dan dilihat tahun 

2016 belum baik karna belum melebihi 100% sesuai tuntutan pemerintah 

dan DISPENDA harusnya mengoptimalkan secara efektif agar penerimaan 

pajak daerah melebihi target. Dimana pada tahun 2015 total persentase 

realisasi capaian Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak baru mencapai 

104,09%, tahun 2016 hanya mencapai 82,25% dan tahun 2017 mencapai 

103,52%.        

       Meskipun terkadang pajak daerah mengalami peningkatan setiap 

tahunnya, namun kenaikan-kenaikan pajak tersebut masih dirasa belum 

dapat menjadi andalan untuk membiayai pembangunan di Provinsi 

Sumatera Selatan. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa sektor pajak 

yang belum dapat memenuhi target penerimaan yang ditetapkan. Seperti 
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dari sektor pajak Kendaraan Bermotor, dimana pada tahun 2016 

ditargetkan penerimaan sebesar Rp 480.043.066 namun realisasi dari 

penerimaannya adalah sebesar Rp 394.832.220 realisasi yang bisa 

DISPENDA dicapai hanya 82,25% dari target 100%. 

       Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) adalah Instansi yang menangani 

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Kantor Bersama Sistem 

Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan 

kerja sama tiga instansi terkait, yaitu Dispenda Propinsi Sumsel, 

Kepolisian RI dan Asuransi Jasa Raharja. Pajak Kendaraan Bermotor 

merupakan salah satu pajak daerah yang membiayai pembangunan daerah 

propinsi 

       Pendapatan Asli  Daerah (PAD) dipisahkan  menjadi  empat  jenis 

pendapatan, yaitu : Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil  pengelolaan  

kekayaan  daerah yang dipisahkan, Lain-lain  pendapatan  asli  daerah 

yang sah. Salah satu jenis pendapatan pajak daerah diantaranya didapat 

melalui pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak  kendaraan  bermotor  

merupakan  pajak  atas  kepemilikan  kendaraan bermotor. Berdasarkan 

survey pendahuluan perkembangan kendaraan bermotor di kota terbesar 

kedua didaerah sumatera terbesar ini sangat pesat,  untuk sepeda motor 

saja tingkat perkembangan dapat mencapai 1000 unit perminggu. Dalam 

satu bulan ada sekitar 5.000 unit sepeda motor baru. Sepanjang 2018 lalu 

jumlah sepeda motor baru yang masuk Kota Palembang melalui penjual 

mencapai 60.357 unit. Perkembangan kendaraan seperti ini tentunya dapat 
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dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Palembang untuk menarik pajak 

kepada pemilik dan/atau penguasa kendaraan bermotor tersebut demi 

meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, tapi dilihat dari realisasinya 

pemerintah masih belum bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor ini 

karena beberapa kendala yaitu diantaranya kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak kendaraan bermotornya.  Hal tersebut dapat dilihat 

melalui tabel berikut: 

 

Tabel I.2 

Jumlah wajib pajak kendaraan bermotor 

dikota Palembang tahun 2015 –2018 

 

Tahun 
Jumlah kendaraan 

yang membayar 

Jumlah kendaraan 

yang menunggak 

2015 397.747 212.218 

2016 458.805 228.526 

2017 351.840 186.949 

2018 393.889 205.257 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

 

 

       Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hampir  setiap tahunnya 

jumlah kendaraan bermotor yang menunggak meningkat, namun pada 

tahun 2017 sempat mengalami penurunan kendaraan yang menunggak 

pajak dan meningkat kembali pada tahun 2018. Ada beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah  kualitas 

pelayanan dan sanksi perpajakan.  
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       Kualitas pelayanan pajak adalah Upaya pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan konsumen (wajib pajak) serta ketepatan penyampaiannya dalam 

mengimbangi harapan wajib pajak.  

Peningkatan Kualitas Pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan 

kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam 

bidang pajak. Peradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi 

negara dan masyarakat sebagai wajib pajak harus diutamakan agar dapat 

meningkatkan kinerja pelayanan. 

       Sanksi perpajakan juga hal yang diprediksi  mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak dalam pelaksanaan pembayaran pajak. Sanksi perpajakan merupakan 

jaminan bahwa wajib pajak akan membayar pajaknya tepat waktu. Sansksi 

diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, 

diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. 

       Penelitian sebelumnya mengenai kualitas pelayanan dan sanksi 

perpajakan telah dilakukan oleh beberapa orang, diantaranya oleh 

Wuryanto dan afif (2019) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara 

simultan maupun parsial Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan 

dan Penerapan E-Samsat berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 

        Hasil penelitian Ilhamsyah, dkk (2016) Menunjukkan hasil yang 

sama yaitu variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang 

peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan 

sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
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kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor 

Bersama Samsat Kota Malang. 

       Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan 

Rumiyatun (2017) hasil penelitaiannya menyebutkan bahwa bahwa 

kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 

sedangkan pengetahuan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

       Untuk mengukur dan mengetahui apakah pajak daerah sudah optimal 

dan berhasil melebihi target maka dapat dilakukan pengukuran 

menggunakan rasio efektivitas. Karena efektivitas merupakan hubungan 

antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. 

Kinerja pemerintah khususnya DISPENDA dalam melakukan pemungutan 

PAD dikategorikan efisien apabila realisasi pemerimaan pajak lebih besar 

dari pada biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak. 

       Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melakukan 

beberapa kebijakan sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan 

penerimaan pajak terkait dengan fenomena belum maksimalnya kualitas 

pelayanan pajak dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 

pajak bagi pembangunan daerah dan sanksi yang diberlakukan akibat 

penunggakan pajak.   

       Adapun upaya yang dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan antara lain: meningkatkan kualitas pelayanan 

seperti: adanya pelayanan samsat corner, samsat mal, samsat keliling dan 



8 
 

 

yang terbaru adanya e-samsat. Upaya lain yang juga dilakukan adalah 

penerapan sanksi, dan  pembentukan kawasan tertib pajak daerah. 

       Dari latar belakang yang telah diuarikan, penulis menarik judul 

“Pengaruh Kualitas Pelayanan pajak dan Sanksi Perpajakan 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota 

Palembang (Studi Kasus pada Dispenda Provinsi Sumatera Selatan)” 

 

B.  Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakakan diatas, 

maka permasalahan yang dirumuskan oleh penulis adalah: 

1. Bagaimana pengaruh pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak kendaraan bermotor kota palembang? 

2. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak kendaraan bermotor kota palembang? 

3. Bagaimana pengaruh pelayanan pajak dan sanksi perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor kota 

Palembang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan penulis diatas , 

maka tujuan yang ingin dicapai adalah:  
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1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor kota 

Palembang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak kendaraan bermotor kota Palembang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak dan sanksi 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 

kota Palembang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

       Berdasarkan tujuan diatas, makan penelitian ini diharapkan akan 

memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya : 

1. Bagi Penulis 

Diharapkan dapat berguna bagi penulis dan sebagai bukti empiris 

yang ada tentang kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan dan 

pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor kota Palembang. 

2. Bagi Wajib Pajak 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan 

serta informasi bagi wajib pajak yang ingin mengimplementasikan 

perencanaan pajak. 
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3. Bagi Almamater 

Diharapkan dapat menjadi refrensi tambahan, menambah ilmu 

pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis 

dimasa yang akan mendatang. 
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